
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3469);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007
tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2011
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 171).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Mukomuko.
5. Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah adalah

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko bidang Cipta Karya.
6. Petugas adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dalam lingkungan Instansi

Teknis dan lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu

dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

9. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

10. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk
kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi
sosial dan budaya.

11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan
gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko
kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi ketinggian bangunan dan kepemilikan
bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan
administrasi dan persyaratan teknis.

12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun
baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis
yang berlaku.

13. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan
lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan
bangunan kepada pemerintah daerah dan untuk bangunan gedung fungsi
khusus kepada pemerintah.

14. Pemilik Bangunan adalah setiap orang, badan hukum dan usaha, kelompok
orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik
bangunan.



15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK,
adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana
pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan
ruang (block plan).

16. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RTRK, adalah
rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata
letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas
umum.

17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah
panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan
ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum
dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana
dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

18. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata
bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten
pada lokasi tertentu.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

20. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan
dalam pelaksanaan pembangunan.

21. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB
22. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap

bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK,
RTBL dan/atau RTRK.

23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau
sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan
sarananya.

24. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan gedung yang umur rencananya
lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

25. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang umur
rencananya lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

26. Bangunan Sementara adalah bangunan gedung yang umur rencananya kurang
dari 3 (tiga) tahun.

27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada
halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as
pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, tepi saluran, tepi
rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing,
garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian
kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar
bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap
luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.



30. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka
prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan
gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.

31. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka
prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata
ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.

32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun
sengaja ditanam.

33. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan yang berfungsi sebagai
kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya
disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.

34. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL
adalah Kajian mengenai Dampak besar dan penting suatu usaha dan atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

35. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah
Rencana Kerja dan atau Pedoman Kerja yang berisi program pengelolaan
lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

36. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah
Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pemantauan
lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.

37. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana
bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

38. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang
berlaku.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Izin Mendirikan Bangunan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan akses
kemudahan dan keterjangkauan kepada pemilik bangunan untuk mengurus Izin
Mendirikan Bangunan.

(2) Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang
didirikan dengan memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis
bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan
gedung yang fungsional, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Mukomuko yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang
diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan
gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan
gedung dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector
perizinan .


